
 

 

 

 

BUPATI DEMAK 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI DEMAK 

NOMOR  25   TAHUN 2015 

 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 26 TAHUN 

2014 TENTANG STANDAR  BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM BIAYA 

PEMELIHARAAN DAN STANDAR HARGA PENGADAAN BARANG/JASA 

KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI DEMAK, 

Menimbang : a. bahwa  berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 26 

Tahun 2014 telah ditetapkan tentang Standar Biaya 

Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standar 

Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah 

Kabupaten Demak Tahun 2015; 

  b. bahwa sehubungan dengan inflasi dan perubahan harga 

sehingga dipandang perlu untuk mengubah untuk ketiga 

kali Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2014  

tentang Standar Biaya Kegiatan Dan Honorarium Biaya 

Pemeliharaan Dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa 

Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2015, 

agar menyesuaikan dengan harga keekonomian; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 

Tahun 2014 tentang Standar Biaya Kegiatan dan 

Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga 

Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten 

Demak Tahun 2015; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 

 

SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor  82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234);  

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3079); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4712); 

 

 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 7 

Tahun 2006 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja 

Pemerintahan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah; 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 57/PMK.1/2015 tentang Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang 

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 4); 

20. Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 15); 



21. Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2014 tentang 

Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya 

Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa 

Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2015 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak 

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Standar Biaya 

Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standar 

Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah 

Kabupaten Demak Tahun 2015; 

 
Pasal I 

Mengubah Lampiran pada halaman 9, 10 dan 11 Peraturan 

Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2014  tentang Standar Biaya 

Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standar 

Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah 

Kabupaten Demak Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten 

Demak Tahun 2014 Nomor 26) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 20 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 

Demak Nomor 26 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Kegiatan 

Dan Honorarium Biaya Pemeliharaan Dan Standar Harga 

Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah  Kabupaten 

Demak Tahun 2015 dengan daftar lampiran perubahan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

 
Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Demak. 

 
Ditetapkan di Demak 

pada tanggal 29 Juni 2015 

 

     BUPATI DEMAK, 

     
                ttd     

     MOH. DACHIRIN SAID 

   

 

Diundangkan di Demak 
pada tanggal 30 Juni 2015 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, 
 
        ttd 

SINGGIH SETYONO 
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 25 
 

 

NO JABATAN PARAF 

1 Plt. SEKDA  

2 ASISTEN III  

3 KABAG HUKUM  

4 KA DPKKD  

SESUAI DENGAN ASLINYA 

Mengetahui: 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN DEMAK 

ttd 

MUH. RIDHODHIN, SH. MH. 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19650330 199603 1 001 

 



LAMPIRAN  

PERATURAN BUPATI DEMAK 

NOMOR    25   TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI DEMAK 

NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG 

STANDAR  BIAYA KEGIATAN DAN 

HONORARIUM BIAYA 

PEMELIHARAAN DAN STANDAR 

HARGA PENGADAAN 

BARANG/JASA KEBUTUHAN 

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK 

TAHUN 2015 

 

DAFTAR PERUBAHAN STANDARISASI HARGA PENBARANG/JASA 

KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK 

TAHUN ANGGGARAN 2015 

 

NO URAIAN SATUAN 
BIAYA 

(Rp) 
KETERANGAN 

I SATUAN BIAYA UANG 

HARIAN PERJALANAN 

DINAS       

  

SATUAN BIAYA UANG 

HARIAN UNTUK 

PERJALANAN DINAS 

DALAM NEGERI 

 

  

BIAYA PERJALANAN 

DINAS  DALAM DAERAH 

DIBERIKAN KEPADA 

PNS / NON PNS YANG 

MELAKUKAN KEGIATAN 

/ PEKERJAAN DI LUAR 

KANTOR YANG 

BERKAITAN DENGAN 

PELAKSANAAN TUGAS 

KANTOR / INSTANSI 

DENGAN KETENTUAN 

MINIMAL 5 (LIMA) 

KILOMETER DARI 

BATAS KOTA / 

KABUPATEN TEMPAT 

KEDUDUKAN 

         

  

a. DALAM DAERAH 

(JAWA TENGAH)     

  

 1)  DALAM 

KABUPATEN 

DEMAK 8 JAM 

ATAU LEBIH 

OH 150,000 

  

 2)  DALAM 

KABUPATEN 

DEMAK KURANG 

DARI 8 JAM  

OH 75,000 

  

 3)  DALAM DAERAH 

JAWA TENGAH 

OH 370,000 

         

      

 

b. LUAR  DAERAH    

 

 

 

1) ACEH 

2) SUMATERA UTARA 

OH 

OH 

360,000 

370,000 

 

   3) RIAU OH 370,000  

  

 4) KEPULAUAN 

RIAU 

OH 370,000  


